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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Binuang di Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai manifestasi relasi kuasa dalam tata kelola 

lingkungan. Penetapan lokasi TPA yang diarahkan untuk menunjang sistem pengelolaan sampah perkotaan 

pada kenyataannya memunculkan ketimpangan sosial-ekologis yang cukup signifikan bagi masyarakat 

lokal di kawasan pinggiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis serta 

desain studi kasus eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan, 

pemetaan spasial, dan kajian literatur, yang selanjutnya dianalisis secara tematik dengan mengacu pada 

kerangka ekologi politik dan teori produksi ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan 

lokasi TPA Binuang didominasi oleh aktor negara yang mengedepankan rasionalitas teknokratis melalui 

mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat top-down, dengan tingkat keterlibatan masyarakat 

terdampak yang sangat terbatas. Praktik penataan ruang tersebut berimplikasi pada reproduksi eksklusi 

spasial, di mana wilayah Desa Paku dikonstruksikan sebagai ruang penampung eksternalitas pembangunan 

perkotaan, sementara beban pencemaran serta kerugian sosial-ekologis ditanggung oleh komunitas lokal. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan TPA Binuang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis 

pengelolaan sampah, tetapi juga merefleksikan ketimpangan relasi kuasa dalam tata kelola ruang dan 

lingkungan. 

Kata Kunci: Penataan Ruang; Ekologi Politik; Ketimpangan Spasial; Kawasan Pinggiran 

   

ABSTRACT  

This study aims to analyze the spatial planning practices of the Binuang Final Disposal Site in Paku 

Village, Polewali Mandar Regency, as a manifestation of power relations in environmental governance. 

The selection of the TPA location, intended to support the urban waste management system, has in fact 

created significant socio-ecological inequalities for local communities in the outlying areas. This study 

employs a qualitative approach with a critical paradigm and an explanatory case study design. Data 

collection was conducted through policy document analysis, spatial mapping, and literature review, which 

were subsequently analyzed thematically using a political ecology framework and the theory of spatial 

production. The research findings indicate that the site selection process for the Binuang Landfill was 

dominated by state actors who prioritized technocratic rationality through top-down decision-making 

mechanisms, with very limited involvement from the affected communities. Such spatial planning practices 

have implications for the reproduction of spatial exclusion, wherein the Paku Village area is constructed 

as a space to absorb the externalities of urban development, while the burden of pollution and socio-

ecological losses is borne by the local community. This study concludes that the issues surrounding the 

Binuang Landfill are not only related to the technical aspects of waste management but also reflect power 

imbalances in spatial and environmental governance.  

Keywords: Spatial Planning; Political Ecology; Spatial Inequality; Peripheral Areas 
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PENDAHULUAN 

Penentuan lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), merupakan elemen 

strategis dalam tata kelola lingkungan dan penataan ruang perkotaan. Secara normatif, kebijakan 

tersebut seharusnya tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan efisiensi administratif dan 

logistik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Namun demikian, 

sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik penentuan lokasi TPA di berbagai negara masih 

didominasi oleh rasionalitas teknokratis, seperti ketersediaan lahan berbiaya rendah, kemudahan 

aksesibilitas, serta rendahnya potensi resistensi politik, dibandingkan dengan upaya perlindungan 

terhadap masyarakat terdampak (Gubar et al., 2024; Põldnurk, 2015; Rehman et al., 2024). 

Dalam konteks pembangunan perkotaan, wilayah sub-urban dan desa-desa pinggiran kerap 

direduksi menjadi “ruang pengorbanan” (sacrifice zones). Karakteristik berupa kepadatan 

penduduk yang relatif rendah, lemahnya posisi tawar politik, serta terbatasnya akses terhadap 

proses pengambilan keputusan menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai lokasi yang dianggap 

ideal untuk penempatan fasilitas lingkungan berisiko tinggi, termasuk TPA (Harris, 2015; Logan 

& Burdick-Will, 2017). Proses penetapan lokasi tersebut umumnya berlangsung melalui 

mekanisme top-down, di mana masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai subjek dalam 

perumusan kebijakan, melainkan sekadar sebagai pihak yang menerima konsekuensi kebijakan 

(Agung et al., 2021; Chen et al., 2021). Dengan demikian, praktik penataan ruang tidak dapat 

dipisahkan dari dinamika relasi kuasa yang mengonstruksinya. 

Realitas tersebut tercermin secara konkret dalam kasus TPA Binuang di Kabupaten Polewali 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. TPA ini mulai direncanakan pada tahun 2010 dan dioperasikan 

sejak tahun 2012, berlokasi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, yang secara sosial-ekonomi 

didominasi oleh aktivitas pertanian dan perkebunan. Secara geografis, lokasi TPA berada di 

wilayah pinggiran kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang, dengan jarak 

sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit serta 

observasi lapangan, posisi TPA hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari area permukiman dan 

lahan produktif Masyarakat. 

Gambar 1. Lokasi TPA Binuang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google Earth dan diolah oleh penulis 
 

Penetapan lokasi tersebut bertentangan dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013, yang mensyaratkan jarak minimal satu 

kilometer dari kawasan permukiman guna meminimalisir risiko pencemaran lindi, gangguan bau, 

penyebaran vektor penyakit, serta potensi konflik sosial. Pelanggaran terhadap standar ini 

berdampak signifikan terhadap kondisi ekologis dan sosial masyarakat Desa Paku. Rembesan air 

lindi dari timbunan sampah telah mencemari lahan pertanian, menyebabkan sawah warga berubah 

menjadi area berlumpur dan berbau yang tidak lagi produktif(Mawan, 2021). Selain itu, 
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masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan iritasi akibat kontak dengan air 

tercemar, sementara peningkatan populasi lalat dari area TPA turut menurunkan kualitas 

komoditas kakao sebagai sumber utama penghidupan masyarakat (Mawan, 2021). 

Dampak sosial-ekologis yang terakumulasi tersebut kemudian memicu resistensi masyarakat 

dalam bentuk protes dan tuntutan penutupan TPA Binuang (Febriady, 2022). Namun, kondisi ini 

menghadirkan ironi ketika pada saat yang sama keberadaan TPA tersebut justru berkontribusi 

terhadap capaian penghargaan Adipura yang diraih Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 

(Busriadi, 2019). Kontradiksi ini menunjukkan bahwa narasi “kota bersih” dan pembangunan 

berkelanjutan kerap dibangun melalui mekanisme distribusi eksternalitas lingkungan ke wilayah 

pinggiran yang secara politik termarjinalkan dan memiliki keterbatasan akses representasi. 

Sejauh ini, literatur mengenai pengelolaan sampah dan penataan ruang didominasi oleh 

pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi sistem, optimalisasi teknologi, serta tata kelola 

kelembagaan dalam kerangka Urban Planning (Rittl et al., 2025; Zurbrugg et al., 2012). Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) umumnya diposisikan sebagai persoalan logistik dan infrastruktur yang 

diselesaikan melalui kriteria teknis seperti kapasitas lahan, jarak, dan dampak lingkungan (L.A. et 

al., 2013; Wilson et al., 2012; Zurbrugg et al., 2012). Pendekatan ini cenderung memandang ruang 

sebagai entitas netral yang dapat diatur secara rasional, sehingga mengabaikan fakta bahwa 

keputusan spasial sesungguhnya tidak pernah lepas dari kepentingan dan relasi kekuasaan yang 

menyertainya. 

Dalam perspektif Political Ecology dan Environmental Governance, penentuan lokasi TPA 

justru mencerminkan praktik distribusi beban lingkungan yang sering kali tidak setara, di mana 

komunitas pinggiran menjadi sasaran utama akibat lemahnya posisi tawar mereka (Guo, 2025; 

Harvey, 2019; Schlosberg, 2007). Namun, dalam konteks Indonesia, kajian empiris yang secara 

spesifik mengaitkan penataan ruang TPA dengan dinamika kekuasaan lokal dan praktik eksklusi 

spasial masih terbatas. Padahal, sejumlah studi menunjukkan adanya konflik dan resistensi 

masyarakat yang kurang terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan (Kansanga et al., 

2020; Yang, 2024), sehingga menegaskan adanya celah penelitian dalam memahami TPA sebagai 

arena kontestasi politik ruang di tingkat lokal. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami proses 

pengambilan keputusan penempatan TPA, aktor-aktor politik yang terlibat, serta bagaimana relasi 

kuasa membentuk posisi dan kerentanan masyarakat lokal dalam kebijakan tata ruang. Penelitian 

ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis relasi kuasa dan pendekatan ekologi 

politik untuk membaca penempatan TPA sebagai arena politik ruang, bukan sekadar persoalan 

teknis pengelolaan sampah. Dengan demikian, studi ini berupaya memperluas perspektif kajian 

tata kelola lingkungan dengan menempatkan dimensi kekuasaan sebagai elemen kunci dalam 

praktik penataan ruang. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai 

bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi TPA Binuang berlangsung, 

serta sejauh mana proses tersebut melibatkan berbagai aktor politik di tingkat lokal. Selain itu, 

penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana praktik penataan ruang dalam penentuan lokasi 

TPA merefleksikan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah daerah dan komunitas lokal, 

khususnya di wilayah pinggiran yang kerap diposisikan sebagai ruang pengorbanan pembangunan. 

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan dalam 

penentuan lokasi TPA Binuang serta mengidentifikasi aktor-aktor politik yang terlibat, sekaligus 

menganalisis keterkaitan antara praktik penataan ruang dengan ketimpangan relasi kuasa antara 

pemerintah daerah dan komunitas lokal. Melalui pendekatan kualitatif-kritis berbasis studi kasus 

dan pemetaan spasial, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika politik-ekologis 

yang melandasi kebijakan penempatan TPA, sekaligus memberikan kontribusi dalam mendorong 

tata kelola ruang yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah pinggiran 

yang selama ini cenderung diposisikan sebagai ruang pengorbanan pembangunan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk menganalisis 

relasi kuasa dalam kebijakan penataan ruang, dengan fokus pada penentuan lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Binuang di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali 

Mandar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika 

sosial-politik yang membentuk kebijakan tata ruang, sekaligus mengungkap implikasinya terhadap 

kelompok masyarakat yang berada dalam posisi marjinal. Secara epistemologis, penelitian ini 

memandang kebijakan tata ruang bukan sebagai instrumen teknis yang netral, melainkan sebagai 

produk konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan dan relasi kuasa. 

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal bersifat eksplanatoris, yang 

bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif proses, aktor, dan mekanisme yang terlibat 

dalam penentuan lokasi TPA. Pemilihan kasus TPA Binuang didasarkan pada karakteristiknya 

yang merepresentasikan fenomena ketimpangan spasial dalam tata kelola lingkungan di wilayah 

pinggiran. Pendekatan ini memungkinkan analisis kontekstual yang mendalam terhadap interaksi 

antara kebijakan formal dan realitas sosial-ekologis di tingkat lokal. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis terhadap berbagai 

dokumen kebijakan formal dan material pendukung, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kabupaten, dokumen perencanaan pengelolaan persampahan, regulasi teknis terkait 

pembangunan dan operasional TPA, dokumen evaluasi lingkungan, serta laporan capaian 

penghargaan Adipura. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data pemetaan spasial untuk 

mengidentifikasi konfigurasi lokasi TPA dan keterkaitannya dengan ruang hidup masyarakat, serta 

didukung oleh telaah literatur ilmiah yang relevan untuk memperkaya konteks analisis. 

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan strategi 

triangulasi secara berlapis, yang mencakup triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan dan referensi ilmiah guna 

menguji konsistensi informasi, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengintegrasikan 

analisis dokumen dan pemetaan spasial. Selain itu, validasi juga diperkuat melalui theoretical 

triangulation, yakni pengujian temuan empiris dengan menggunakan beragam perspektif teoritik 

dalam kerangka ekologi politik dan tata ruang kritis, sehingga menghasilkan interpretasi yang 

lebih komprehensif dan reflektif. 

Analisis data dilakukan secara tematik-kritis melalui beberapa tahapan, yaitu proses reduksi 

data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan analitis. Proses analisis ini 

mengacu pada kerangka political ecology yang menekankan keterkaitan antara kekuasaan, 

produksi pengetahuan, dan distribusi dampak lingkungan. Dalam kerangka ini, rujukan utama 

mencakup Bryant & Bailey (1997) yang menyoroti politik distribusi manfaat dan risiko 

lingkungan, Robbins, (2011) yang memandang lingkungan sebagai arena kontestasi kekuasaan, 

serta Peluso dan Watts (2003) yang menjelaskan peran negara dalam memproduksi ketidakadilan 

ekologis melalui kontrol spasial. 

Untuk memperdalam analisis terhadap dimensi spasial, penelitian ini mengintegrasikan teori 

produksi ruang dari Henri Lefebvre, khususnya melalui konsep spatial practice, representations of 

space, dan representational spaces, guna memahami bagaimana ruang diproduksi, 

direpresentasikan, dan dialami oleh aktor yang berbeda. Kerangka ini kemudian diperkaya dengan 

perspektif tata ruang kritis kontemporer, seperti konsep accumulation by dispossession dari 

Harvey (2006) dan gagasan keadilan spasial dari Soja (2010), yang memungkinkan pembacaan 

lebih tajam terhadap praktik penataan ruang sebagai mekanisme legitimasi teknokratis sekaligus 

reproduksi eksklusi sosial dalam pembangunan lingkungan. 

Seluruh temuan dianalisis secara reflektif dengan mengintegrasikan data empiris, hasil 

pemetaan spasial, dan kerangka teoritik ke dalam narasi analitis yang sistematis. Proses ini 

menghasilkan sintesis yang tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga 

memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian tata kelola ruang yang lebih 

adil, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan ekologis..   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Relasi Kuasa dan Konfigurasi Aktor dalam Penentuan Lokasi TPA Binuang 

Penempatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang tidak dapat direduksi semata sebagai 

keputusan teknis dalam sistem pengelolaan persampahan, melainkan harus dipahami sebagai 

produk dari dinamika sosial-politik yang melibatkan konfigurasi aktor, kepentingan, dan relasi 

kuasa yang bersifat asimetris. Berdasarkan telaah terhadap dokumen kebijakan dan literatur lokal, 

perencanaan TPA Binuang mulai dirumuskan sekitar tahun 2010 sebagai respons atas peningkatan 

volume sampah di Kabupaten Polewali Mandar yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan 

ekspansi aktivitas ekonomi perkotaan. TPA tersebut kemudian mulai beroperasi pada tahun 2012 

dan secara berkelanjutan memperoleh legitimasi melalui dokumen tata ruang daerah serta 

kebijakan teknis pengelolaan persampahan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya 

memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. 

Pada tahap awal perencanaan, penentuan lokasi TPA Binuang lebih banyak didasarkan pada 

rasionalitas efisiensi administratif dan logistik. Pertimbangan seperti ketersediaan lahan yang luas 

dengan biaya relatif rendah, jarak dari pusat kota yang dianggap memadai, serta kemudahan akses 

bagi armada pengangkut sampah menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Pola 

rasionalitas semacam ini merupakan kecenderungan umum dalam kebijakan penempatan TPA di 

berbagai wilayah, di mana kawasan pinggiran atau pedesaan kerap dikonstruksikan sebagai ruang 

yang dianggap “aman” untuk menampung eksternalitas pembangunan perkotaan (Afaz et al., 

2024; Matheney et al., 2024). Namun demikian, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan 

realitas bahwa Desa Paku merupakan ruang hidup masyarakat yang bergantung pada sektor 

pertanian dan perkebunan sebagai basis utama penghidupan. 

Dalam konteks aktor kebijakan, proses penentuan lokasi TPA Binuang menunjukkan 

dominasi pemerintah daerah, khususnya eksekutif kabupaten dan dinas teknis yang membidangi 

lingkungan hidup serta pekerjaan umum. Aktor teknokrat, termasuk perencana tata ruang dan 

konsultan lingkungan, berperan dalam menyusun argumentasi teknis yang berfungsi sebagai 

legitimasi formal atas pilihan lokasi yang ditetapkan. Di sisi lain, aktor politik formal seperti 

DPRD dan elite politik lokal, berdasarkan penelusuran dokumen kebijakan, cenderung berfungsi 

sebagai pemberi persetujuan normatif terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh eksekutif 

dan teknokrat, alih-alih menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan artikulasi kepentingan 

masyarakat terdampak. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan 

keputusan tersebut, diperlukan pemetaan terhadap aktor-aktor yang terlibat beserta posisi dan 

kepentingannya dalam kebijakan. Penempatan TPA Binuang tidak merupakan hasil dari satu 

keputusan tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara aktor negara, teknokrat, 

dan elite politik dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Melalui pemetaan ini, dapat diidentifikasi 

secara lebih jelas aktor yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan ruang, pihak yang berperan 

dalam memberikan legitimasi kebijakan, serta kelompok yang berada pada posisi paling rentan 

dalam menanggung dampak sosial-ekologis. Konfigurasi tersebut selanjutnya dirangkum dalam 

Tabel 1 yang menggambarkan relasi antara aktor, kepentingan, dan distribusi kekuasaan dalam 

proses penempatan TPA Binuang. 
 

Tabel 1. Relasi Aktor dan Kuasa dalam Penempatan TPA Binuang 
 

Aktor Peran dalam Kebijakan Kepentingan Utama Tingkat 

Pengaruh 

Posisi dalam 

Relasi Kuasa 

Pemerintah Daerah 

(Eksekutif Kabupaten) 

Penentu kebijakan 

utama, penetapan lokasi 

Efisiensi pengelolaan sampah, 

citra kota bersih, stabilitas politik 

Sangat tinggi Aktor dominan 

Dinas Teknis (DLH, 

PU) 

Penyusun kajian teknis 

dan operasional 

Kelayakan teknis, kemudahan 

operasional 

Tinggi Pendukung aktor 

dominan 

Perencana Tata Ruang / 

Konsultan 

Legitimasi teknokratis 

kebijakan 

Rasionalitas perencanaan, 

kepatuhan administratif 

Menengah Produsen 

legitimasi 

DPRD / Elite Politik 

Lokal 

Persetujuan normatif 

kebijakan 

Stabilitas politik, kepentingan 

elektoral 

Menengah Aktor pasif–

akomodatif 

Masyarakat Desa Paku Penerima dampak 

kebijakan 

Keberlanjutan lingkungan dan 

penghidupan 

Sangat 

rendah 

Aktor 

termarjinalkan 

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026) 
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Temuan pada Tabel 1 mengindikasikan adanya ketimpangan relasi kuasa yang signifikan 

dalam proses penentuan lokasi TPA Binuang. Pemerintah daerah, yang didukung oleh dinas teknis 

dan perencana tata ruang, menempati posisi dominan sebagai aktor utama dalam pengambilan 

keputusan sekaligus sebagai produsen legitimasi teknokratis kebijakan. Sebaliknya, DPRD dan 

elite politik lokal cenderung berfungsi sebagai aktor pasif yang memberikan legitimasi formal 

melalui persetujuan normatif, tanpa mendorong berlangsungnya proses deliberasi publik yang 

substantif. Dalam konfigurasi tersebut, masyarakat Desa Paku berada pada posisi paling 

terpinggirkan dengan tingkat pengaruh yang sangat terbatas, meskipun mereka merupakan pihak 

yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal 

tidak diposisikan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penataan ruang, 

melainkan sebagai pihak yang menanggung eksternalitas lingkungan dari kebijakan yang 

dirumuskan secara top-down. Pola ini menegaskan bahwa penempatan TPA Binuang 

mencerminkan praktik tata kelola ruang yang timpang, di mana rasionalitas teknokratis dan 

kepentingan politik negara mengabaikan prinsip keadilan ekologis serta partisipasi masyarakat. 

Lebih lanjut, aspek yang paling menonjol dalam konfigurasi aktor tersebut adalah tidak 

hadirnya masyarakat Desa Paku sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan. Tidak 

ditemukan adanya mekanisme konsultasi publik yang bermakna maupun ruang partisipatif yang 

memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengetahuan lokal, ataupun 

kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan yang akan mereka tanggung. Dalam konteks 

ini, posisi masyarakat direduksi menjadi objek kebijakan yang baru diperhitungkan setelah 

munculnya dampak negatif, suatu pola yang umum ditemukan dalam praktik penataan ruang di 

Indonesia (Januar & Hendrowati, 2018; Kofi et al., 2023). Dengan demikian, sejak tahap awal, 

proses penentuan lokasi TPA Binuang telah merefleksikan relasi kuasa yang asimetris antara 

negara dan komunitas lokal. 

Karakter pengambilan keputusan yang bersifat top-down semakin menguat melalui dominasi 

rasionalitas teknokratis dalam justifikasi kebijakan. Pertimbangan efisiensi lahan dan jarak dari 

pusat kota lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap standar normatif, 

termasuk ketentuan mengenai jarak minimal TPA dari kawasan permukiman sebagaimana diatur 

dalam Permen Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013. Fakta bahwa lokasi TPA hanya berjarak 

sekitar 300 meter dari lahan pertanian dan permukiman warga menunjukkan adanya pengabaian 

terhadap prinsip kehati-hatian lingkungan serta perlindungan sosial. Temuan ini sejalan dengan 

studi Põldnurk (2015) dan Zhang d.k.k. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan 

sampah kerap lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis jangka pendek dibandingkan dengan 

pertimbangan keadilan ekologis jangka panjang. 

Dalam perspektif ekologi politik, penempatan TPA Binuang dapat dipahami sebagai hasil dari 

proses negosiasi kekuasaan, bukan sebagai keputusan yang sepenuhnya netral dan berbasis 

rasionalitas ilmiah. Bryant dan Bailey (1997) menegaskan bahwa kebijakan lingkungan selalu 

melibatkan distribusi manfaat dan risiko yang tidak setara, di mana aktor dengan akses terhadap 

kekuasaan cenderung menghindari dampak negatif, sementara kelompok marjinal diposisikan 

sebagai pihak yang menanggung beban lingkungan. Dalam konteks ini, manfaat berupa citra kota 

bersih serta penghargaan Adipura dinikmati oleh pemerintah daerah dan kawasan perkotaan, 

sedangkan risiko pencemaran dialihkan kepada masyarakat Desa Paku sebagai wilayah pinggiran 

yang memiliki posisi politik lemah. 

Untuk menjelaskan proses produksi ketimpangan tersebut, kerangka produksi ruang dari 

Henri Lefebvre (1991) memberikan landasan analitis yang relevan. Kebijakan penataan ruang TPA 

Binuang dapat dipahami sebagai bagian dari representations of space, yaitu ruang yang 

dikonstruksikan oleh negara dan aktor teknokrat melalui peta, zonasi, serta dokumen perencanaan 

formal (Hastira, 2022). Dalam konstruksi ini, Desa Paku direpresentasikan sebagai ruang 

fungsional yang dianggap “kosong” dan layak dialokasikan untuk menampung eksternalitas 

pembangunan kota. Sebaliknya, representational spaces yang merefleksikan pengalaman hidup 

masyarakat yang bergantung pada kualitas tanah, air, dan lingkungan tidak memperoleh ruang 

dalam proses perencanaan tersebut. Ketidaksesuaian antara ruang yang direncanakan dan ruang 
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yang dihidupi inilah yang kemudian menjadi sumber utama munculnya konflik sosial-ekologis di 

sekitar TPA Binuang. 
 

Tabel 2. Analisis Perspektif Produksi Ruang dalam Penempatan TPA Binuang 
 

Dimensi Produksi 

Ruang 

Aktor Dominan Bentuk Praktik / 

Representasi 

Implikasi Sosial-Ekologis 

Representations of 

Space (Ruang yang 

Direncanakan) 

Negara dan teknokrat 

(pemerintah daerah, 

dinas teknis, 

perencana tata ruang) 

Penetapan lokasi TPA 

dalam RTRW, peta zonasi, 

dan justifikasi teknokratis 

berbasis efisiensi 

Legitimasi formal terhadap 

penggunaan ruang tanpa 

mempertimbangkan 

pengalaman hidup warga 

Spatial Practice 

(Praktik Ruang) 

Negara sebagai 

operator kebijakan 

Pengoperasian TPA, 

pembuangan sampah 

terbuka, aliran lindi, bau 

dan penyebaran vektor 

penyakit 

Terjadinya pencemaran 

lingkungan dan degradasi 

kualitas ruang hidup 

Representational 

Spaces (Ruang yang 

Dihidupi) 

Masyarakat Desa 

Paku 

Sawah tercemar, gangguan 

kesehatan, penurunan 

produktivitas pertanian 

Munculnya ketidakadilan 

ekologis dan kerentanan sosial-

ekonomi 

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026) 
 

Temuan pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa penataan ruang TPA Binuang merupakan 

manifestasi dari proses produksi ruang yang secara dominan dikendalikan oleh negara dan aktor 

teknokrat melalui representations of space. Dalam kerangka ini, ruang dikonstruksikan secara 

abstrak melalui instrumen formal seperti peta, regulasi, dan dokumen perencanaan, yang 

menempatkan Desa Paku sebagai ruang fungsional untuk menunjang kepentingan pengelolaan 

sampah perkotaan. Dominasi ruang yang direncanakan tersebut kemudian termanifestasi dalam 

spatial practice, yakni pengoperasian TPA yang memicu pencemaran lingkungan. Dampak dari 

praktik ini selanjutnya dirasakan dalam representational spaces masyarakat Desa Paku, di mana 

ruang hidup mengalami degradasi dan kehilangan fungsi sosial-ekologisnya. Ketidakseimbangan 

antar dimensi produksi ruang tersebut menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang tidak bersifat 

netral, melainkan mencerminkan relasi kuasa yang mengesampingkan pengalaman serta 

kepentingan komunitas lokal. 

Dominasi negara dalam mendefinisikan sekaligus mengontrol ruang sejalan dengan konsep 

yang dikemukakan oleh Peluso & Watts (2001) yang melihat praktik negara sebagai mekanisme 

produksi ketidakadilan ekologis melalui kontrol spasial. Dalam hal ini, negara tidak hanya 

menjalankan fungsi administratif dalam pengaturan ruang, tetapi juga berperan dalam menentukan 

distribusi akses terhadap lingkungan yang layak, termasuk siapa yang berhak menikmati kualitas 

lingkungan yang baik dan siapa yang harus menanggung beban pencemaran. Konsekuensinya, 

masyarakat Desa Paku tidak diposisikan sebagai stakeholders yang memiliki hak partisipatif dalam 

proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai externality bearers yang harus menanggung 

dampak negatif kebijakan tanpa adanya kompensasi yang memadai. 

Temuan ini konsisten dengan pandangan Robbins (2011) yang menempatkan lingkungan 

sebagai arena kontestasi kekuasaan, di mana kebijakan yang dihasilkan cenderung merefleksikan 

kepentingan aktor dominan serta mengabaikan relasi sosial yang melatarbelakanginya. Dalam 

konteks TPA Binuang, pengetahuan teknis digunakan sebagai instrumen legitimasi yang 

menyamarkan ketimpangan relasi kuasa. Diskursus teknokratis yang menekankan efisiensi dan 

kebutuhan pengelolaan sampah berfungsi sebagai narasi depolitisasi, sehingga menutupi fakta 

bahwa keputusan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan dan penghidupan 

masyarakat lokal. 

Lebih lanjut, praktik penataan ruang ini memperlihatkan kecenderungan eksklusi spasial, di 

mana wilayah pinggiran dijadikan sebagai ruang penampung eksternalitas pembangunan 

perkotaan. Fenomena tersebut tidak bersifat kasuistik, melainkan merupakan bagian dari 

kecenderungan global dalam tata kelola lingkungan perkotaan, di mana komunitas pedesaan dan 

sub-urban kerap diposisikan sebagai sacrifice zones bagi kepentingan wilayah urban (Martuzzi et 

al., 2010). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan 
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antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memicu konflik sosial-ekologis yang bersifat 

berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penempatan TPA Binuang 

merupakan hasil dari konfigurasi aktor yang tidak seimbang, di mana dominasi kekuasaan negara 

dan rasionalitas teknokratis mengesampingkan aspirasi serta kepentingan komunitas lokal. 

Dengan demikian, kebijakan penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam 

pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dan risiko ekologis. 

Tanpa adanya transformasi mendasar dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui 

penguatan mekanisme partisipatif dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal praktik penataan 

ruang berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan ekologis dan sosial, khususnya di wilayah 

pinggiran. 

B. Konfigurasi Kuasa dalam Penataan Ruang TPA Binuang dan Dampaknya bagi 

Komunitas Lokal 

Penataan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang menunjukkan bahwa kebijakan 

lingkungan tidak berhenti pada tahap penetapan lokasi semata, tetapi berlanjut pada proses 

distribusi dampak sosial-ekologis yang bersifat tidak merata. Dampak tersebut secara paling nyata 

dirasakan oleh masyarakat Desa Paku, yang ruang hidupnya beririsan langsung dengan aktivitas 

pembuangan sampah. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dokumentasi, rembesan air lindi 

dari timbunan sampah telah mencemari lahan persawahan dan perkebunan warga, sehingga 

menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air yang sebelumnya menjadi basis utama 

penghidupan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa penataan ruang TPA tidak hanya 

mengubah fungsi ruang secara fisik, tetapi juga mentransformasikan struktur sosial-ekonomi 

komunitas lokal, dari ruang produksi pangan menjadi ruang penerima limbah. 

Dampak pencemaran lindi yang meresap ke lahan pertanian berimplikasi langsung pada 

menurunnya produktivitas pertanian serta meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat. Petani 

melaporkan berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit dan gatal-gatal akibat kontak dengan 

air tercemar, sementara bau menyengat serta peningkatan populasi lalat semakin menurunkan 

kualitas lingkungan permukiman. Temuan ini sejalan dengan sejumlah studi yang menunjukkan 

bahwa pengelolaan TPA tanpa sistem pengolahan lindi yang memadai berkontribusi terhadap 

munculnya risiko kesehatan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar (Põldnurk, 2015; 

Rehman et al., 2024). Dalam konteks Desa Paku, dampak tersebut bersifat struktural karena 

terutama dialami oleh kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam lokal serta 

memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. 

Selain berdampak pada sektor pertanian pangan, konsekuensi ekonomi juga dirasakan pada 

komoditas kakao yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Desa Paku. 

Penurunan kualitas lingkungan, khususnya akibat meningkatnya populasi lalat dan pencemaran 

udara, berdampak pada kualitas hasil produksi kakao dan menurunkan daya saingnya di pasar. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa eksternalitas TPA tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga 

merembet ke ranah ekonomi lokal, sehingga menciptakan siklus kerentanan baru bagi masyarakat 

di wilayah pinggiran. Pola distribusi dampak yang tidak seimbang ini memperkuat argumen 

Bryant & Bailey (1997) bahwa kebijakan lingkungan kerap mereproduksi ketimpangan dengan 

mengalihkan risiko kepada kelompok yang memiliki daya tawar politik paling lemah. 

Di sisi lain, terdapat ironi yang mencolok ketika kondisi lingkungan lokal mengalami 

degradasi, sementara TPA Binuang justru berkontribusi terhadap capaian indikator keberhasilan 

lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandai dengan perolehan penghargaan Adipura 

pada tahun 2019. Penghargaan tersebut merepresentasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam 

membangun citra kota yang bersih dan tertata, namun secara bersamaan menutupi realitas ekologis 

yang dihadapi oleh masyarakat Desa Paku. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya 

ketidaksesuaian antara indikator kinerja lingkungan yang digunakan oleh negara dengan 

pengalaman hidup komunitas terdampak. Sebagaimana dikemukakan olehGubar d.k.k (2024), 

indikator lingkungan yang berbasis pada capaian administratif sering kali tidak mampu 
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merefleksikan ketidakadilan spasial di wilayah pinggiran, karena lebih berorientasi pada aspek 

estetika dan kebersihan kawasan perkotaan. 

Lebih lanjut, praktik penataan ruang TPA Binuang tidak hanya menghasilkan ketimpangan 

dampak ekologis, tetapi juga memperlihatkan adanya kontradiksi antara narasi resmi keberhasilan 

lingkungan dengan kondisi faktual di tingkat lokal. Dalam konteks ini, visualisasi yang disajikan 

berikutnya bertujuan untuk membandingkan klaim kebijakan pemerintah daerah dengan realitas 

sosial-ekologis yang dialami secara langsung oleh masyarakat Desa Paku. 
 

Tabel 3. Narasi Kota Bersih dan Realitas Wilayah Pinggiran 
 

Narasi Resmi Pemerintah Indikator Keberhasilan Realitas di Desa Paku 

Kota bersih dan tertata Penghargaan Adipura 2019 Lingkungan tercemar lindi 

Pengelolaan sampah efektif Operasional TPA aktif Dampak kesehatan dan bau 

Tata ruang sesuai perencanaan Legalitas RTRW Pelanggaran jarak TPA–pemukiman 

Pembangunan berkelanjutan Citra lingkungan positif Kerugian ekologis dan ekonomi lokal 

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026) 
 

Tabel 3 memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara indikator keberhasilan 

lingkungan yang digunakan oleh negara dan realitas yang dialami oleh masyarakat terdampak. 

Narasi mengenai kota yang bersih dan tertata dibangun melalui capaian simbolik dan administratif, 

sementara kondisi degradasi lingkungan di wilayah pinggiran tidak terakomodasi dalam kerangka 

evaluasi kebijakan. Situasi ini memperkuat kritik dalam perspektif ekologi politik terhadap 

penggunaan indikator teknokratis yang cenderung mengaburkan dimensi ketidakadilan spasial. 

Diskrepansi antara narasi kota bersih dan kondisi faktual di wilayah pinggiran mencerminkan 

praktik eksklusi spasial dalam penataan ruang. Desa Paku diposisikan sebagai ruang penyangga 

yang berfungsi menampung beban pencemaran demi menjaga kualitas lingkungan di pusat 

kabupaten. Dalam perspektif Lefebvre (1991), ruang tersebut direduksi menjadi spatial practice 

yang bersifat fungsional bagi kebutuhan kota, sementara dimensi sosial-ekologisnya sebagai ruang 

hidup (representational spaces) terabaikan (Hastira et al., 2025). Melalui kebijakan tata ruang dan 

pengelolaan persampahan, negara secara selektif memproduksi ruang dengan mengutamakan 

kepentingan wilayah urban dan mengorbankan kualitas lingkungan di kawasan pinggiran. 

Lebih lanjut, praktik penataan ruang TPA Binuang dapat dianalisis melalui konsep 

accumulation by dispossession yang diperkenalkan oleh Harvey (2006). Meskipun tidak terjadi 

perampasan lahan secara langsung, masyarakat Desa Paku mengalami bentuk disposesi ekologis 

berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya produktivitas 

ruang hidup. Proses ini memungkinkan terjadinya akumulasi manfaat di tingkat kota baik dalam 

bentuk efisiensi pengelolaan sampah maupun legitimasi politik melalui penghargaan lingkungan 

dengan mentransfer beban sosial dan ekologis kepada komunitas lokal. Dalam hal ini, disposesi 

tidak selalu tampak secara kasat mata, melainkan berlangsung melalui degradasi lingkungan yang 

sistematis dan berkelanjutan. 

Respon masyarakat Desa Paku terhadap kondisi tersebut termanifestasi dalam bentuk protes 

dan tuntutan penutupan TPA Binuang. Namun demikian, respon ini dihadapkan pada keterbatasan 

daya tawar serta minimnya akses terhadap kanal politik yang efektif. Aksi protes cenderung 

bersifat reaktif dan muncul setelah dampak lingkungan dirasakan secara intensif, sementara 

mekanisme formal untuk memengaruhi kebijakan relatif tertutup. Ketiadaan ruang dialog yang 

setara antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa partisipasi publik 

masih bersifat prosedural, bukan substantif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ge d.k.k (2021) 

yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus penempatan fasilitas limbah, partisipasi 

masyarakat sering kali dibatasi pada tahap sosialisasi, bukan pada proses pengambilan keputusan 

strategis. 

Ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah daerah dan komunitas lokal semakin diperkuat 

oleh legitimasi teknokratis yang melekat pada kebijakan penataan ruang. Pemerintah daerah 

memiliki otoritas formal dalam mendefinisikan ruang melalui RTRW dan dokumen perencanaan 

lainnya, sementara masyarakat Desa Paku tidak memiliki akses yang setara untuk memengaruhi 

arah dan substansi kebijakan tersebut. Dalam perspektif Soja (2010), kondisi ini mencerminkan 
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bentuk ketidakadilan spasial, di mana distribusi manfaat dan risiko pembangunan tidak 

terdistribusi secara merata antar wilayah dan kelompok sosial. Wilayah perkotaan memperoleh 

manfaat berupa lingkungan yang lebih bersih dan tertata, sedangkan wilayah pinggiran 

menanggung beban pencemaran serta penurunan kualitas hidup. 

Dengan demikian, praktik penataan ruang TPA Binuang menunjukkan bahwa ketimpangan 

relasi kuasa tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik 

keseharian pengelolaan ruang. Ruang hidup masyarakat Desa Paku secara terus-menerus 

direproduksi sebagai ruang yang dapat dikorbankan, sementara kepentingan mereka tidak 

memperoleh pengakuan yang memadai dalam kebijakan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa 

konflik yang muncul di sekitar TPA Binuang tidak semata-mata merupakan persoalan teknis 

pengelolaan sampah, melainkan cerminan dari struktur tata kelola ruang yang eksklusif dan 

timpang. 

Dengan menempatkan praktik penataan ruang TPA Binuang sebagai arena ketimpangan 

kuasa, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek 

lokasi, tetapi juga pada logika pembangunan yang meminggirkan komunitas lokal dalam tata 

kelola lingkungan. Tanpa adanya transformasi mendasar menuju pendekatan yang lebih 

partisipatif dan berkeadilan, kebijakan penataan ruang berpotensi terus mereproduksi 

ketidakadilan ekologis serta memperlebar kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat 

di wilayah pinggiran. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dan praktik penataan ruang Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Binuang tidak semata merupakan keputusan teknis, melainkan produk 

relasi kuasa dalam tata kelola ruang dan lingkungan. Proses penentuan lokasi didominasi oleh 

aktor negara dan teknokrat melalui mekanisme top-down yang mengedepankan efisiensi 

administratif dan legitimasi perencanaan, dengan minimnya partisipasi bermakna dari masyarakat 

Desa Paku. Akibatnya, kepentingan dan pengalaman hidup komunitas lokal terpinggirkan sejak 

tahap perencanaan. Praktik tersebut berlanjut dalam distribusi dampak sosial-ekologis yang tidak 

adil, di mana Desa Paku diposisikan sebagai ruang pinggiran yang menampung eksternalitas 

pembangunan perkotaan, sementara manfaat kebijakan lingkungan lebih banyak dinikmati oleh 

wilayah pusat. Ketimpangan ini mencerminkan eksklusi spasial yang mereduksi ruang hidup 

masyarakat menjadi fungsi teknis semata, sehingga penataan ruang berfungsi sebagai instrumen 

politik yang mendistribusikan manfaat dan risiko secara asimetris serta berpotensi mereproduksi 

ketidakadilan ekologis. 

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada pendekatan yang 

dominan kualitatif tanpa dukungan pengukuran kuantitatif terhadap dampak lingkungan, serta 

cakupan studi yang berfokus pada satu kasus sehingga membatasi generalisasi temuan. Selain itu, 

peran aktor non-negara belum dieksplorasi secara mendalam dalam dinamika pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan 

mixed-method guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, melakukan studi komparatif 

lintas wilayah untuk mengidentifikasi pola ketidakadilan spasial secara lebih luas, serta 

memperdalam kajian mengenai peran masyarakat sipil dan mekanisme partisipasi publik yang 

inklusif dalam tata kelola ruang yang lebih adil dan berkelanjutan. 
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